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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember merupakan

lembaga pelaksanaan otonom daerah dibidang kependudukan dan catatan sipil,

yang mempunyai tujuan menunjang terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember menyediakan

berbagai macam pelayanan berupa pencatatan warga negara diantaranya Akte

kelahitan,KK (kartu keluaga), dan juga KTP (kartu tanda penduduk) sebagai

identitas yang memiliki kekuatan hukum sebagai bukti autentik warga negara

resmi. Dalam pelayanan pencatatan warga negara Indonesia dan juga untuk

mencapai masyarakat yang sejahtera perlu adanya  pelayanan yang baik dari

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang dapat

ditunjang dengan adanya fasilitas dan juga kenyamanan lingkungan kerja di Dinas

Kpendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

Dalam menunjang kinerja dari para pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember salah satunya yaitu dengan adanya fasilitas

yang baik seperti halnya pendingin ruangan yaitu AC. Apabila lingkungan panas

maka akan menimbulkan ketidaknyamanan dan juga kinerja yang tidak maksimal

dalam proses pelayanan masyarakat, dan juga pembayaran air, listrik dan internet

juga dapat menunjang kinerja dari para pegawai. Dalam mewujudkan ataupun

menambah fasilitas kantor dibutuhkan dana anggaran barang dan jasa yang

merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan keuangan yang dinyatakan secara

kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu

tertentu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk

mendapatkan dana anggaran barang dan jasa harus mengikuti tahapan – tahapan

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, seperti mengajukan

dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh masing – masing bidang di

Dinas Kpendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember lalu diserahkan
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kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD sebagai tahap awal

pencairan dana anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jember.

Dana anggaran barang dan jasa yang diperoleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil akan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan – kebutuhan rencana

bidang yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah. Dalam penggunaan dana

anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember juga perlu

memperhatikan administrasi pengeluaran yang akan dilakukan, dalam setiap

pengeluaran dana anggaran barang dan jasa harus membuat bukti – bukti

pengeluaran yaitu SPJ (surat pertanggungjawaban) yang akan dipertanggung

jawabkan kepada Pemerintah Kabupaten Jember atas dana yang telah dipakai

selama periode berlangsung.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengamati pelaksanaan administrasi

anggaran barang dan jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jember, maka hasil pengamatan tersebut dilaporkan dalam bentuk

laporan penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN ADMINISTRASI

ANGGARAN BARANG DAN JASA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER.
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1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

a. Untuk mengetahui pelaksanaan administrasi anggaran barang dan jasa

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

b. Untuk membantu pelaksanaan administrasi anggaran barang dan jasa

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

a. Memperoleh wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan administrasi

anggaran barang dan jasa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jember.

b. Memperoleh pengalaman kerja tentang pelaksanaan administrasi anggaran

barang dan jasa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Jember.

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Obyek Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Jalan Jawa No. 18 Jember Telp. 0331-334496

1.3.2 Jangka Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sesuai dengan ketentuan

Fakultas Ekonomi Universitas Jember dilaksanakan selama kuranglebih 144 jam

terhitung pada tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan 24 Maret 2015. Adapun

waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang berlaku sesuai dengan jam kerja di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

Senin s/d Jumat : 07.30 - 15.00 WIB

Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB ( Senin – Kamis)

: 11.00 – 13.00 WIB ( Jumat )

Sabtu s/d Minggu : Libur
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1.4 Landasan Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata

Bidang ilmu yang menjadi dasar atau pedoman dalam pelaksanaan Praktek

Kerja Nyata dan penyusunan laporan adalah sebagai berikut :

a. Pengantar Manajemen

b. Manajemen keuangan

c. Anggaran Perusahaan

1.5  Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata Meliputi kegiatan – kegiatan berikut :

Tabel 1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No Kegiatan Praktek Kerja Nyata Minggu Ke-

1 Pengajuan Surat Permohonan PKN kepada

Instansi yang Trekait, mengurus surat ijin

PKN

X

2 Perkenalan dengan Pimpinan dan Karyawan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil X

3 Pengarahan dan Penjelasan tentang gambaran

umum dari Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember X X

4 Melaksanakan tugas yang diberikan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten

Jember

X X X

5 Mencatat dan mengumpulkan data yang

diperoleh untuk menyusun Laporan Praktek

Kerja Nyata

X X X

6 Mengadakan konsultasi dengan dosen

pembimbing mengenai laporan X X X

7 Menyusun Laporan Praktek Kerja Nyata X X
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Administrasi

Kegiatan administrasi tidak lain merupakan kegiatan manajemen, yaitu

pengendalian, pergerakan dan pemanfaatan atau penyalahgunaan faktor-faktor

daya yang sudah direncanakan (Prajudi Atmosudirjo, 1980). Ada beberapa

definisi lain tentang administrasi, yaitu :

a. Administrasi dalam arti sempit

Administrasi adalah  tata usaha atau office work yang  pada hakekatnya

merupakan pengendalian dari pada  idea dan informasi data.

b. Administrasi dalam  arti luas

Dalam arti luas Administrasi di bedakan menjadi tiga sudut pandang , yaitu :

1) Sudut pandang proses.

Administrasi merupakan keseluruan proses yang terdiri atas kegiatan –

kegiatan ,pemikiran – pemikiran , pengaturan – pengaturan mulai dari

penentuan  tujuan, penyelenggaraan  hingga tercapainya tujuan.

2) Sudut pandang fungsi.

Administrasi berarti kegiatan dan tindakan secara sadar dilakukan untuk

mencapai tujuan dan termasuk  penentuan tujuan itu sendiri.

3) Sudut pandang kepranataan  (institution).

Administrasi yang di maksud adalah keseluruan orang- orang dalam  satu

kesatuan menjalankan kegiatan- kegiatan kearah tercapainnya tujuan.

Pada pengertian administrasi diatas dapat ditarik kesimpulan administrasi

mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu dan melayani

pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan suatu perusahaan

dan menyediakan keterangan bagi pimpinan dan bawahan untuk membuat

keputusan dan melakukan tindakan yang tepat, membantu kelancaran

perkembangan organisasi secara keseluruhan.
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2.1.1 Unsur – unsur Administrasi

Dalam administrasi yang disusun oleh organisasi baik itu organisasi swasta

ataupun pemerintah haruslah mencakup beberapa unsur yang biasanya terkandung

dalam suatu administrasi .unsur – unsur administrasi dapat dibagi menjadi 2 yang

dikemukakan oleh Sondang P. Siagian

a. Unsur yang mutlak yang mana harus ada dari administrasi,  jika unsur itu tidak

ada maka tidak akan ada administrasi. Unsur mutlak yang merupakan faktor

penyebab administrasi. Terdapat 4 unsur mutlak yaitu :

1. Dua orang manusia atau lebih

Dua orang manusia atau lebih tergolong sebagai unsur mutlak administrasi

dengan asumsi bahwa manusia tidak dapat bekerja sama dengan dirinya

sendiri tetapi memerlukan bantuan dan pertolongan dari orang lain.

2. Tujuan

Tujuan adalah nilai-nilai atau kebutuhan manusia, baik jasmaniah maupun

rohaniah yang diperjuangkan dengan perbuatan-perbuatan yang nyata agar

nilai kebutuhan itu dapat terpenuhi. Tujuan yang hendak dicapai dapat

ditentukan oleh hanya sebagian dan mungkin pula malah hanya oleh

seorang dari mereka yang terlibat. Tujuan yang ingin dicapai oleh orang-

orang yang ingin bekerja sama umumnya ada tiga macam, yaitu :

- Tujuan jangka panjang

- Tujuan jangka menengah (sedang), yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam

waktu yang lebih singkat di bandingkan dengan tujuan jangka panjang

- Tujuan jangka pendek, yaitu tujuan yang relatif singkat di bandingkan

dengan tujuan jangka menengah/sedang.
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3. Tugas yang hendak dilaksanakan

Berbicara mengenai tugas yang hendak dilaksanakan, sering pula orang

beranggapan bahwa proses administrasi baru timbul apabila ada kerja sama.

Tidak demikian halnya jika diterima pendapat bahwa unsur merupakan

bagian yang mutlak dari sesuatu, akan segera terlihat bahwa kerja sama

bukan merupakan unsur administrasi, melainkan suatu kondisi ideal.

Artinya, perlu ditekankan bahwa pencapaian tujuan akan lebih efisien dan

ekonomis apabila semua orang yang terlibat mau bekerja satu sama lain.

Akan tetapi tanpa kerja sama pun, misalnya dalam hal penyelesaian tugas

yang dipaksakan, proses administrasi pun terjadi.

4. Peralatan dan perlengkapan/ Sarana dan prasarana

Peralatan dan perlengkapan yang di perlukan dalam suatu proses

administrasi bergantung berbagai faktor:

1.      Jumlah orang yang terlibat dalam proses itu.

2.      Sifat tujuan yang hendak dicapai.

3.      Ruang lingkup dan aneka ragam tugas yang hendak dijalankan.

4.      Sifat kerja sama yang dapat diciptakan  dan di kembangkan.

b. Unsur yang bersifat umum, yaitu jika tidak adanya unsur itu bukan berarti

administrasi tidak ada, tetapi hanya kurang sempurna. Unsur umum yang

terdapat di dalam rangkaian kegiatan penataan yang dinamakan administrasi

menurut The Liang Gie, ada 8 macam yang merupakan subkonsep

administrasi, yaitu :

(1) Organisasi,

(2) Manajemen,

(3) komunikasi,
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(4) informasi,

(5) personalia,

(6) finansia,

(7) materia,

(8) relasi publik.

2.1.2 Ciri Pokok Administrasi

Administrasi mempunyai 4 ciri pokok dalam pelaksanaanya, menurut

(Poerwanto, 2006 : 20), antara lain :

a. Kerjasama dilakukan oleh sekelompok orang.

b. Kerjasama dilakukan berdasarkan pembagian kerja secara terstruktur.

c. Kerjasama dimaksud untuk mencapai tujuan, dan

d. Untuk mencapai tujuan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal

2.1.3 Tujuan Administrasi

Tujuan administrasi adalah bagian penting yang harus ada dalam

keseluruhan kegiatan administrasi. Berikut ini merupakan tujuan administrasi

menurut (Poerwanto, 2006 :20), yaitu :

a. Memberikan informasi terperinci mengenai orang, objek, operasional,

persetujuan untuk melaksanakan berbagai kepentingan peraturan dan

perjanjian.

b. Mencatan pekerjaan – pekerjaan yang dilakukan.

c. Mengatur komunikasi antara organisasi dengan pihak luar.

d. Memberikan ikhtisar – ikhtisar informasi yang dianalisa mengenai aktivitas

operasional yang terdapat di dalam organisasi.

e. Menyampaikan perhitungan, pertanggungjawaban, dan pelaksanaan organisasi.
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2.1.4 Fungsi – fungsi Administrasi

Fungsi Administrasi merupakan hal penting dalam administrasi yaitu

untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut ini merupakan fungsi administrasi

menurut (Poerwanto 2006 : 21) yaitu :

a. Membantu ingatan manusia

b. Sebagai alat bukti

c. Sebagai alat pertanggungjawaban dan perhitungan.

d. Sebagai alat untuk pengambilan keputusan – keputusan.

e. Sebagai alat kontrol

f. Sebagai alat untuk menetapkan besarnya kekayaan dan hasil operasi

perusahaan.

g. Sebagai alat untuk memenuhi ketentuan – ketentuan dalam anggaran dasar

perusahaan, undang – undang pemerintah dan perjanjian.

2.1.5 Jenis Administrasi

Administrasi pada dasarnya dapat dibagi dalam 2 klasifikasi utama, yaitu

fungsi – fungsi organik dan fungsi pelengkap (Sondang P. Siagian, 2001 : 20) :

a. Fungsi – fungsi Organik :

Merupakan semua fungsi mutlak yang harus dilakukan oleh administrasi, yaitu:

1) Perencanaan (Planning)

2) Pengorganisasian (Organizing)

3) Pelaksanaan (Actuating)

4) Pengawasan (Controlling)

b. Fungsi Pelengkap :

Adalah semua fungsi yang meskipun tidak mutlak dijalankan oleh perusahaan,

tetapi apabila dilaksanakan dengan baik akan meningkatkan efisiensi dalam

melaksanakan kegiatan. Fungsi – fungsi tersebut antara lain :

1) Komunikasi, baik di dalam maupun perusahaan, dan

2) Menyediakan tempat menarik.
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2.2 Anggaran

Dalam suatu organisasi baik swasta maupun pemerintah, penyusunan

anggaran sangatlah diperlukan sebagai alat perencanaan dan pengawasan

kegiatan. Dengan adanya anggaran, kita dapat mengetahui rencana kerja,

mendapatkan informasi untuk pengambilan keputusan, dan sebagai standart untuk

evaluasi kerja.

Berikut ini beberapa pengertian anggaran menurut para ahli.

a. Menurut Deddi Nordiawan (2007: 19) anggaran dapat juga dikatakan sebagai

pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode

waktu tertentu dalam ukuran financial.

b. Menurut Supriyono (2007 : 3) anggaran adalah suatu rencana terinci yang

menyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dinyatakan

dalam satuan uang, untuk perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu

organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun.

2.2.1 Unsur – unsur Anggaran

Dalam suatu anggaran yang disusun oleh organisasi baik itu organisasi

swasta ataupun pemerintah haruslah mencakup beberapa unsur yang biasanya

terkandung dalam sutau anggaran.unsur – unsur tersebut harus terkandung dalam

suatu anggaran dikarenakan unsur – unsur tersebut menggambarkan rencana

kegiatan perusahaan yang akan dilakukan dalam periode yang akan datang.

Menurut Munandar ( 2001 : 3), suatu anggaran mempunyai empat unsur yaitu:

a. Rencana, ialah suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan

yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang. Anggaran juga merupakan

suatu rencana, karena anggaran merupakan penentuan terlebih dahulu tentang

kegiatan-kegiatan perusahaan diwaktu yang akan datang. Hanya saja

anggaran merupakan suatu rencana yang mempunyai spesifikasi-spesifikasi

khusus, seperti misalnya disusun secara sistematis, mencakup seluruh

kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam unit moneter.
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b. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yaitu mencakup semua kegiatan yang

akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan.

Mengingat bahwa anggaran adalah suatu rencana yang nantinya akan

dijadikan sebagai pedoman kerja, maka sudah semestinya bahwa anggaran

harus mencakup seluruh kegiatan perusahaan.

c. Dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit ( kesatuan ) yang dapat diterapkan

pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. Adapun unit

moneter yang berlaku di Indonesia ialah unit “rupiah”. Unit moneter ini

sangat diperlukan, mengingat bahwa masing-masing kegiatan perusahaan

yang beraneka ragam tersebut sering mempunyai kesatuan unit yang berbeda-

beda, seperti kilogram, meter, meter persegi, liter dan sebagainya.

d. Jangka waktu tertentu yang akan datang, yang menunjukkan bahwa anggaran

berlakunya untuk masa yang akan datang. Ini berarti bahwa apa yang dimuat

didalam anggaran adalah taksiran-taksiran tentang apa yang akan terjadi serta

apa yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang.

2.2.2 Fungsi Anggaran

Bagi organisasi sektor publik seperti lembaga pemerintah, anggaran tidak

hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas

pengelolahan dana publik yang dibebankan kepadanya. Anggaran dalam akutansi

sektor publik memiliki beberapa fungsi, menurut Deddi Nordiawan ( 2007 : 20 )

fungsi anggaran antara lain :

a. Anggaran sebagai alat perencanaan

Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan

kearah mana kebijakan akan dibuat.

b. Anggaran sebagai alat pengendalian

Dengan adanya anggaran, organisasi sektor publik dapat menghindari adanya

pengeluaran yang terlalu besar atau adanya penggunaan dana yang tidak

semestinya.
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c. Anggaran sebagai alat kebijakan

Melalui anggaran, organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas

kebijakan tertentu.

d. Anggaran sebagai alat politik

Dalam organisasi sektor publik, komitmen pengolahan dalam melaksanakan

program-program yang telah dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran.

e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian, unit kerja,

atau departemen yang merupakan sub organisasi dapat mengetahui apa yang

harus dilakukan dan juga yang akan dilakukan oleh bagian atau unit kerja

lainnya.

f. Anggaran sebagai alat penilai kinerja

Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu

bagian atau unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya

aktivitas maupun terpenuhnya efisiensi biaya.

g. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-

nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan catatan,

anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat-sifat

menantang tetapi masih mungkin untuk dicapai. Maksudnya adalah suatu

anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, juga

jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah dicapai.

2.2.3 Prosedur Penyusunan Anggaran

Dalam penyusunan anggaran harus harus sesuai dengan prosedur yang

telah ditentukan, agar penyusunan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun prosedur pemutusan anggaran menurut M. Nafarin dalam bukunya

“penganggaran perusahaan” ( 2000 : 8-9 ) menyatakan bahwa :
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a. Tahap penentuan pedoman perencanaan ( anggaran )

Anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang, hendaknya

disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai.

Dengan demikian anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun

anggaran.

1. Tahap persiapan anggaran

Manager pemasaran sebelum menyusun anggaran penjualan terlebih

dahulu menyusun forecast penjualan ( taksiran atau ramalan penjualan).

Setelah itu kemudian manager-manager pemasaran bekerja sama dengan

para manager untuk menyusun anggaran lainnya.

2. Tahap penentuan anggaran

Pada setiap penentuan anggaran disediakan rapat dari semua manager

beserta direksi ( direktur ) untuk :

a. Perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen

anggaran.

b. Mengkoordinasikan dan menelaah komponen-komponen anggaran.

c. Pengesahan dan pendistribusian anggaran.

3. Tahap pelaksanaan anggaran

Tahap ini adalah tahap dimana anggaran dilaksanakan, untuk

kepentingan pengawasan setiap manager membuat laporan realisasi

anggaran. Setelah dianalisis kemudian laporan realisasi anggaran

disampaikan pada direksi.

2.2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Anggaran

Pelaksanaan anggaran setiap kegiatan tidak terlepas dari faktor- fakor yang

mempengaruhi.faktor-faktor tersebut sangat bermanfaat di dalammelakukan

kegiatan penyusunan anggaran sehingga tujuan yang akan dicapai dapat

direalisasikan secara optimal. Adapun faktor- faktor penyusun anggaran menurut

Munandar (2001 : 12 ) adalah sebagai berikut :
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a. Faktor intern

Faktor intern antara lain berupa :

1. Data penjualan pada tahun yang lalu

2. Kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual

3. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan

4. Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, baik jumlahnya maupun

keterampilan dan keahliannya

b. Faktor ekstern

Faktor- faktor ekstern antara lain berupa:

1. Keadaan persaingan.

2. Tingkat pertumbuhan penduduk.

3. Tingkat penghasilan masyarakat.

4. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan

tekhnologi.

2.3 Anggaran Barang dan Jasa

Belanja anggaran barang dan jasa merupakan belanja barang yang sifatnya

habis pakai, bahan/material, belanja cetak dan penggandaan jumlah anggaran

belanja barang pakai habis ini didasarkan pada kebutuhan riil, setelah

mempertimbangkan besaran organisasi dan aktivitas/program/kegiatan

administrasi SKPD. Kebutuhan rill mengharuskan dilakukankan pencatatan

persediaan. Pengadaannyapun berdasarkan kebutuhan/permintaan. Artinya

patokan pengadaan bukan semata-mata jumlah anggarannya, tetapi didasarkan

permintaan/ kebutuhan. Kebiasaan menyama ratakan jumlah pengadaan setiap

bulan, merupakan tindakan yang tidak baik. Bila permintaan dan kebutuhan

menghendaki jumlah pengadaan dengan nilai besar, harus mengikuti sistem dan

prosedur pengadaan yang berlaku. (Pedum Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014)
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2.3.1 Ketentuan Alokasi Dana Pelaksanaan Anggaran Barang dan Jasa

Dalam pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan ketentuan alokasi dana yang

telah ditentukan, agar pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun ketentuan pelaksanaan anggaran menurut Pedoman Pelasanaan Anggaran

Tahun 2014 menyatakan :

a. Pendapatan

1) Pendapatan asli daerah, target setiap triwulan ditetapkan masing-masing

25 %.

2) Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, target triwulannya

masing-masing 25 %. Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2014 – Bab V

53

b. Belanja

1) Belanja tidak langsung Penarikan Belanja pegawai setiap triwulan masing-

masing sebesar 25 %, sedangkan diluar Belanja pegawai penarikan

dananya disesuaikan dengan rencana kebutuhan.

2) Belanja langsung Program pelayanan administrasi perkantoran, rencana

penarikan dana triwulanan masing-masing 25 % sedangkan di luar

program pelayanan administrasi perkantoran, rencana penarikan dananya

disesuaikan dengan rencana kebutuhan pelaksanaan kegiatan (skala

prioritas).

2.3.2 Syarat Pelaksanaan Anggaran Barang dan Jasa

Anggaran barang dan jasa dalam pelaksanaanya harus memenuhi beberapa

syarat. Adapun syarat yang harus diikuti agar dapat melaksanakan anggaran

barang dan jasa menurut Pedoman Pelaksanaan Anggaran Barang dan Jasa Tahun

2014 ; Bab IV yaitu :

a. Surat Perintah Pembayaran

Pelaksanaan anggaran barang dan jasa bisa dijalankan jika SPM (surat

perintah pembayaran telah diterbitkan oleh Bupati kepada Dinas yang

mengajukan permintaan kepada Bupati.
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b. Surat Perintah Membayar

Setelah diterbitkan SPP (surat perintah pembayaran) maka masing –

masing SKPD juga harus mengajukan surat perintah membayar yang

diajukan kepada BUD (bendahara umum daerah).

c. SP2D (surat perintah pencairan dana)

SP2D yaitu surat yang akan di terbitkan oleh BUD (bendahara umum

daerah) setelah SPM di ajukan dan telah disetujui oleh BUD.
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BAB 3

GAMBARAN UMUM

3.1 Latar Belakang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember adalah sebuah

dinas untuk mencatat keadaan kuantitas penduduk di Kabupaten jember, serta

melayani masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan secara resmi. Dan

sejauh ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Jember memperoleh

data sebagai berikut :

Jumlah penduduk Kabupaten Jember pada akhir bulan Agustus 2010 2.334.531 jiwa,

terdiri dari 1.157.874 jiwa laki-laki dan 1.176.657 jiwa perempuan. (Sumber Bidang

Informasi dan Perkembangan Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember ; 2010).

Dalam pelayanan dan mekanisme untuk mendokumentasikan atau

mengadministrasikan Dokumen Kependudukan saat ini telah berpedoman pada

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu kepada Peraturan Bupati

Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember maka Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
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3.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Jember

Agar tujuan perusahaan atau instansi perusahaan dapat tercapai dengan

rencana yang sudah ditetapkan, maka sangat diperlukan adanya pengorganisasian dari

berbagai kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kesimpangsiuran dalam

pelaksanaan tugas masing- masing.Langkah ini dapat diambill dengan pembagian

tugas dan tanggung jawab setiap anggota. Selanjutnya dapat ditunjukkan dengan

struktur organisasi yang diperlukan

Suatu organisasi dapat benar- benar mencapai tujuan secara penuh, tata raga

organisasi harus memenuhi 2 syarat, yaitu efisien dan sehat.tata cara organisasi yang

efisien berarti bahwa organisasi itu memiliki susunan yang logis dan bebas dari

sumber- sumbernya.

Berikut ini struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil (DISPENDUK) Kabupaten Jemberadalah struktur organisasi garis

.struktur ini disajikan dalam pemberian tugas dan wewenang masing- masing bagian :
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Gambar 3.1: Struktur

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember  2015
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3.2.1 Uraian Kegiatan Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Jember

Pada masing-masing bagian atau unit dari struktur organisasi pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Tugas, Fungsi dan Wewenang yang

berbeda-beda.Berikut dapat kami jelaskan :

a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Tugas :

Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pendaftaran penduduk,

pencatatan sipildan perkembangan kependudukan, melaksanakan koordinasi,

perencanaan dan pelayanan informasi kependudukan dan tugas lain yang diberikan

Bupati.

2. Fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pelayanan dokumentasi

kependudukan.

2) Pelaksanaan pencatatan sipil dan pelayanan dokumentasi pencatatan sipil.

3) Pelaksanaan informasi sistem teknologi kependudukan.

4) Merumuskan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

5) Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.

6) Melakukan pembinaan terhadap seluruh pegawai di lingkungan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

7) Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Kependudukan dan Catatan

Sipil

8) Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas.

9) Menyelenggarakan jasa dan manfaat umum di bidang kegiatan pelayanan

masyarakat.

10) Menyediakan fasilitas serta kebutuhan sarana dan prasarana yang berkaitan

dengan pelaksanaan dinas.
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11) Menyelenggarakan kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan di

lingkungan dinas

12) Menerima dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Bupati.

3. Wewenang :

1) Merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro

Kependudukan  dan Catatan Sipil.

2) Melaksanakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

3) Mengalokasikan sumber daya manusia potensial.

4) Meneliti yang mencakup wilayah kabupaten bidang Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

5) Menyusun kebijakan teknis serta program kerja.

6) Menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.

7) Melaksanakan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan

pelayanan masyarakat.

8) Melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan

yang berlaku.

9) Menetapkan kebijakan untuk mendukung pembangunan di lingkungan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

10) Menyelenggarakan pengawasan standar minimal di bidang pendapatan yang

wajib  dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

11) Menyusun rencana kerja untuk seluruh sub bagian Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

12) Mengawasi teknis terhadap pelaksanaan seluruh Peraturan Perundang-

Undangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil.

b. Sekretaris

1. Tugas

Melaksanakan pengolahan surat menyurat, kearsipan, administrasi kpegawaian,

anggaran dan keuangan, umum dan perlengkapan, perencanaan, monitoring, dan
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evaluasi, pelaporan serta tugas kerumahtanggaaan dan tugas lain yang diberikan

oleh kepala dinas

2. fungsi

1) Penyiapan bahan untuk kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan perkantoran.

2) Pelaksanaan pengolahan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan,

keprotokolan, dan kehumasan.

3) Pelaksanaan pengolahan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan

pegawai.

4) Pelaksanaan pengolahan administrasi anggaran, keuangan, dan gaji pegawai.

5) Pelaksanaan pengolahan dan pengadministrasian terhadap perlengkapan

kantor,dan

6) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada kepala dinas serta semua

unit organisasi di lingkup dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

 Sekertaris terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas Sub bagian umum dan kepegawaian

Melaksanaan urusan ketatausahaan, kehumasan, pelengkapan dan

tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

b. Fungsi Sub bagian umum dan kepegawaian

1) Melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan

2) Menyelenggarakan tata naska dinas dan tata kearsipan.

3) Melaksanakan urusan rumah tangga dan protocol.

4) Melaksanakan analisa kebutuhan pengandaan serta

pengadministrasian barang-barang keperluan kantor serta

perbekalan lain.

5) Menyelenggarakan inventaris, tata usaha penyimpanan dan

distribusi barang.
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6) Merencanakan dan menyenggarakan pengadaan atau pembalian

barang-barang keperluan dinas menurut ketentuan yang berlaku.

7) Mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas.

8) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi

perkantoran dan perlengkapan.

9) Mengurus kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik dinas.

10) Menyelenggarakan persiapan upacara-upacara, pertemuan-

pertemuan, dan rapat-rapat dinas serta persiapan penerimaan dan

pengaturan tamu.

11) Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan

perbekalan, perlengkapan dan meteril.

12) Melakukan pengadaan perbekalan dan perlengkapan.

13) Menyimpan, mendistribusikan perbekalan dan perlengkapan.

14) Memelihara perlengkapan dan materil.

15) Melakukan administrasi perbekalan, perlengkapan dan materil.

16) Menyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang

meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai,

mutasi pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan

pension pegawai.

17) Menyusun Formasi pegawai dan perencanaan pegawai.

18) Menyusun administrasi serta evaluasi kepegawaian.

19) Menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan

disiplin pegawai.

20) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian

Tata Usaha.

2. Sub Bagian Perencanaan

a. Tugas sub bagian perencanaan

Melakukan penyusunan rencana program  kegiatan, anggaran, laporan

dan tugas lain yang di berikan oleh sekretaris.

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


24

b. Fungsi sub bagian perencanaan

1) Penghimpunan dan pengolahan data penyusunan rencana kegiatan

dan rencana anggaran (Rencana Kinerja Anggaran ) Dinas.

2) Penghimpunan bahan untuk penyusunan rencana jangka menengah,

rencana tahunan dan rencana operasional dinas.

3) Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan format- format isian

perencanaan yang digunakan oleh setiap unit di lingkup dinas.

4) Penyusunan jadwal perencanaan dinas.

5) Penyusunan rencana kerja dinas pada tahun anggaran tertentu.

6) Konsultasi perencanaan dengan unit kerja terkait.

7) Pendokumentasian dan penataan administrasi bahan dan hasil

penyusunan perencanaan.

8) Penyiapan dan melaksanakan agenda rapat-rapat dinas dalam hal

perencanaan.

9) Penyiapan bahan rapat perencanaan yang dipimpin oleh kepala dinas.

10) Penyiapan bahan dan data dalam penyusunan visi dan misi dinas

11) Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan dinas.

12) Perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap

kegiatan dinas secara keseluruhan.

13) Penyusunan LAKIP setiap tahun anggaran, dan

14) Penyusunan laporan rutin bulanan, triwulan, semester dan tahunan

untuk kegiatan-kegiatan dinas.

3. Sub Bagian Keuangan

a. Tugas

Melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang di berikan

sekretaris.

b. Fungsi Sub Bagian Keuangan

1) Penghimpunan dan pengelolaan bahan untuk penyusunan anggaran.
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2) Menyiapkan penyusunan rancangan belanja Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil.

3) Mengola data usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran

belanja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

4) Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi.

5) Menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai.

6) Mengurus keuangan perjalanan dinas serta biaya-biaya lain

sebagaimana pengeluaran  dinas.

7) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang keuangan.

8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian tata

usaha.

c. Bidang Pendaftaran penduduk

1. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pendaftaran penduduk dan tugas lain

yang diberikan kepala dinas.

2. Fungsi Bidang Pendaftaran penduduk

1) Penyusunan rencana kerja bidang pendaftaran penduduk.

2) Penyiapan bahan dan kajian dalam rangka penetapan kebijakan pendaftaran

penduduk.

3) Pelaksanaan sosialisasi, fasilitas, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan

konsuitasi pendaftaran penduduk skala kabupaten.

4) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran pendudukan.

5) Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam system administrasi

kependudukan meliputi :

a) Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan nomor

induk kependudukan.

b) Pendaftaran, Perubahan alamat.

c) Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia.

d) Pendaftaran Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara.
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e) Pendaftaran pindah datang antar Negara.

f) Pendaftaran penduduk renta administrasi kependudukan.

g) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk.

h) Penatausahaan pendaftaran penduduk.

i) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja

penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

j) Melaksanakan pengolahan data kependudukan hasil pelayanan penerbitan

dokumen pendaftaran penduduk sebagai salah satu ranah dari

implementasi system administrasi Kependudukan.

k) Melaksanakan pengembangan dan pembina sumber daya manusia

pengelola pendaftaran penduduk.

Bidang pendaftaran penduduk meliputi :

1) Seksi Administrasi Pendaftaran Penduduk.

a) Tugas

Melaksanakan kegiatan Adminitrasi kependudukan dan tugas lain

yang di berikan oleh Kepala bidang pendaftaran penduduk

b) Fungsi

1) Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang pendaftaran

penduduk

2) Penyiapan bahan dalam rangka sosialisasi,fasilitas, bimbingan

teknis, Advorkasi, supervisi, dan kolsultasi pendaftaran penduduk.

3) Penyiapan bahan, data dan informasi dalam rangka penetapan

kebijakan pendaftaran penduduk.

4) Penyiapan pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan pendaftaran

penduduk.

5) Pelaksanaan pemantauan,evaluasi dan pelaporan kinerja

pendaftaran penduduk

6) Pelaksanaan pinatausahaan pendaftaran penduduk.
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7) Pelaksanaan pengumpulan segala bentuk dan jenis

berkas/dokumen serta pengarsipan pemeliharaan berkas/dokumen

hasil pelayanan penduduk.

8) Pelaksanaan pengelolah data hasil pelayanan dokumen

kependudukan sebagai salah satu ranah dalam implementasi

Sistem Adminitrasi Kependudukan

2) Seksi Pelayanan Dokumen Kependudukan

a) Tugas Seksi Pelayanan Dokumen Kependudukan

Melaksanakan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan tugas

lain yang di berikan oleh kepala bidang pendaftran penduduk.

b) Fungsi Seksi Pelayanan Dokumen Kependudukan

1. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis

penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

2. Pengidentifikasian dan verifikasi kebenaran data dan dokumen

kependudukan dalam rangka penerbitan dokumen hasil

pendaftaran penduduk.

3. Pelaksanaan pelayanan prima dalam penerbotan dokumen hasil

pendaftaran penduduk, berupa :Kartu Keluarga, Kartu Tanda

Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalan satu provinsi dan antar

provinsi dalam wilayah NKRI, Surat keterangan Pindah Datang

Penduduk Orang Asing dalam wilayah NKRI, Surat Keterangan

Pindah Keluar Negri, Surat Keterangan Datang Dari Luar

Negri,Surat keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang Asing

Tinggal Terbatas, dan pendaftaran Penduduk yang

Bertransmigrasi.

4. Pelaksanaan Pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia

petugas pelayanan penerbitan dokumen hasl pendaftaran

penduduk
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5. Pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pelayanan dan kepuasan

masyarakat

6. Melakukan tindakan sanksiAdminitrasi terhadap pelanggaran

ketentuan dalam pelaporan peristiwa Kependudukan sesui dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penyelidikan terhadap perbuatan pidana terkait dengan penerbitan

dokumen kependudukan sesui dengan peraturan perundang-

undangan.

d. Bidang Pencatatan Sipil

1. Tugas Bidang Pencatatan Sipil

Melaksanakan tugas dinas di bidang pencatatan sipil dan tugas lain yang d berikan

oleh Kepala Dinas

2. Fungsi Bidang Pencatatan Sipil

1) Penyiapan data dan hasil-hasil kajian untuk penetapan kebijakan pencatatan

sipil.

2) Pelaksanaan fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan

konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil

3) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil.

4) Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam system adminitrasi

kependudukan meliputi:

a) Pencatatan Kelahiran

b) Pencatatan Lahir Mati

c) Pencatatan Perkawinan

d) Pencatatan Penceraian

e) Pencatatan Kematian

f) Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan hasil pengesahan anak

g) Pencatatan perubahan nama

h) Pencatatan perubahan status kwarganegaraan.

i) Pencatatan Peristiwa penting lainya.
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j) Pencatatan Perubahan dan pembatalan akta

k) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil.

l) Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.

5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan

sipil.

6) Pelaksanaan pembinaandan pengembangan sumberdaya manusia pengelola

pencatatn sipil.

7) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil.

8) Pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pelayanan dan kepuasan masyarakat

secara berkala.

 Bidang pencatatan sipil terdiri dari :

1) Seksi Adminitrasi Pencatatan Sipil

a) Tugas

Melaksanakan Kegiatan Adminitrasi Pencatatan sipil dan tugas lain yang di

berikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil.

b) Fungsi

1) Penyiapan bahan-bahan untuk penetapan kebijakan pencatatan sipil.

2) Penyiapan Pelaksanaan fasilitas,sosialisasi, bimbingan teknis,

advokasi,supervisi, dan kolsultasi pelaksanaan pencatatan sipil.

3) Penyiapan Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil

4) Pelaksanaan pinatausahaan pencatatan sipil secara tertib dan disiplin

5) Pelaksanaan segala bentuk dan jenis berkas/dokumen serta pengarsipan

dan pemeliharaan berkas/dokumen hasil pelayanan pencatatan sipil.

6) Pelaksanaan pengelola data hasil pelayana pencatatan sipil sebagai salah

satu ramah dalam implementasi system Informasi Adminitrasi

Kependudukan.

7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan penerbitan Akta-akta

pencatatan sipil.

8) Penyusunan Laporan pelayanan penerbitan akta-akta pencatatan sipil
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2) Seksi Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil

a) Tugas

Melaksanakan kegiatan penerbitan dokumen Pencatatan sipil dan  tugas

lain yang di berikan oleh Kepala bidang Pencatatan Sipil.

b) Fungsi

1) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis

penyelenggaraan pencatatan sipil.

2) Penyusunan criteria dan ketentuan pelayanan dokumen pencatatan sipil

dengan berpedoman pada sistem pelayanan prima.

3) Mengidentifikasikan dan verivikasi kebenaran data dan dokumen

pencatatan sipil dalam rangka penerbitan akta-akta pencatatan sipil.

4) Pelaksanaan pelayanan prima dalam penerbitan akta-akta pencatatan

sipil berupa : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian,

pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak perubahan nama

dan perubahan status kewarganegaraan.

5) Pelaksanaan pencatatan peristiwa penting lainya.

6) Pelaksanaan tindakan saksi administrative terhadap pelanggan dalam

pelaporan pencatatan sipil kependudukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

7) Penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan pidana terkait dengan

penerbitan akta-akta pencatatan sipil.

e. Bidang Informasi dan Perkembangan Kependudukan.

1. Tugas Bidang Informasi dan Perkembangan Kependudukan.

Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang informasi dan

perkembangan kependudukan dan tugas lain yang di berikan oleh kepala

dinas.

2. Fungsi

1) Penyusunan rencana kerja bidang informasi dan perkembangan

kependudukan.
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2) Penyiapan bahan untuk penetapan kebijakan pengelolaan informasi

administrasi kependudukan dan perkembangan kependudukan.

3) Pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis advokasi,

supervise dan konsultan pengelolaan informasi administrasu

kependudukan dan perkembangan kependudukan.

4) Penyelenggaraan :

a) Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

b) Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala

kabupaten.

c) Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainya serta

jaringan komunikasi data sampai tingkat kecamatan atau

kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen kependudukan.

d) Pengelolaan system informasi administrasi kependudukan.

e) Pembangunan replikasi data kependudukan kebupaten.

f) Pembangunan bank data kependudukan kabupaten.

g) Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di

kecamatan/UPT.

h) Perekam data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan

system informasi dan administrasi kependudukan.

i) Penyajian dan diseminasi informasi data kependudukan.

j) Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data

kependudukan kabupaten.

k) Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil

pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil

l) Pelaksanaan kebijakan pengendalian kualitas penduduk,

pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan

persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks

pembangunan berwawasan kependudukan.
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m)Pembuatan analisi pengendalian kuantitas penduduk, pengarahan

mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan

penduduk serta pengembangan berwawasan kependudukan.

n) Koordinasi dan kerja sama antar daerah dalam pelaksanaan

kebijakan pengendalian kualitas penduduk pengarahan

mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan dalam

konteks pembangunan berwawasan kependudukan.

o) Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk,

pengembangan kualitas penduduk pengarahan mobilita/penataan

persebaran penduduk dan perlindungan penduduk dalam konteks

pembangunan berwawasan kependudukan.

p) Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar

dengan lembaga pemerintahan dan non pemerintah.

q) Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib

administrasi kependudukan.

r) Penetapan indicator kependudukan, proyeksi penduduk dan

analisis dampak kependudukan.

s) Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indicator, proyeksi

dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan

kepada khalayak sasaran.

t) Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunannya kependudukan

secara periodic

u) Pendayagunaan, informasih atas indicator kependudukan untuk

perencanaan pembangunan berbasis penduduk

5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi dan

adminitrasi kependudukan

6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan penduduk

7. Pelaksanaan pembina pengembangan sumberdaya manusia pengelola

Adminitrasi Kependudukan
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8. Pelaksanaan pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas

penduduk,pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, dalam

konteks pembangunan berwawasan Kependudukan.

Bidang Informasi dan Perkembangan Kependudukan terdiri dari:

1) Seksi Sistem dan Teknologi Informasi

a) Tugas

Melaksanakan teknologi informasi dan tugas lain yang di berikan

oleh Kepala bidang informasi dan perkembangan kependudukan

b) Fungsi

1) Penyusunan rencana kerja seksi dan menyiapkan bahan

penyusunan rencana kerja bidang.

2) Penyiapan bahan untuk penetapan kebijakan pengelolaan

informasi adminitrasi kependudukan.

3) Penyiapan bahan untuk pelaksanaan sosialisasi,fasilitas,

bimbingan teknis, advokasi, supersive, dan kolsultasi,

pengelolaan informasi adminitrasi Kependudukan.

4) Pelaksanaan koordinasi pengelolah informasi Adminitrasi

Kependudukan.

5) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan

komunikasi data skala kabupaten.

6) Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta

jaringan komunikasi data sampai tingkat kecamatan atau

kelurahan sebagai tempat pelayanan Dokumen Kependudukan.

7) Penyiapan perangkat keras dan perangkat lainnya serta jaringan

komunikasi data dalam rangka pelayanan penerbitan dokumen

hasil pendaftaran penduduk dan pencacatan sipil di tingkat

Kabupaten, tingkat Kecamatan, dan tingkat desa/Kelurahan

pengelolaan system informasi kependudukan.
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8) Penyiapan dan pelaksanaan replikasi data kependudukan

kabupaten.

9) Pelaksanaan pembangunan bank data kependudukan Kabupaten.

10) Pelaksnaan pembangunan tempat perkaman data kependudukan

di kecamatan/UPT

11) Pelaksanaan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran

penduduk dan pencatatn sipil serta pemutakhiran data penduduk

menggunakan system informasi dan adminitrasi Kependudukan.

12) Peyajian dan pendesimanisasian informasi kependudukan

13) Melaksanakan perlindungan data pribadian pnduduk pada bank

data kependudukan kabupaten

14) Melaksanakan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil

pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.

15) Pelaksanaan sumberdaya manusia SIAK.

16) Pelaksanaan kerja sama dengan rangka pengembangan SIAK.

17) Pelaksanaan pendataan penduduk secara berkala dan

berkelanjutan.

2) Seksi Pelayanan Informasi Kependuduk

a) Tugas

Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kependudukan dan

tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang informasi dan

perkembangan kependudukan.

b) Fungsi

1) Menyusun rencana kerja pelayanan informasi kependudukan dan

menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja.

2) Penyiapan bahan untuk penetapan kebijakan pelayanan informasi

kependudukan.
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3) Penyiapan pelaksanaan sosialisasi, fasilitas, bimbingan teknis,

advokasi, supervise, dan konsultasi pelayanan informasi

kependudukan.

4) Penyiapan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program

pelayanan informasi kependudukan.

5) Penetapan indicator kependudukan, proyeksi, penduduk dan

analisis dampak kependudukan.

6) Pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan

indicator, proyeksi dan analisis dampak kependudukan kepada

khalayak sasaran.

7) Penyusunan dan melaksanakan penyerasian dan harmonisasi

kebijakan kependudukan antar daerah dan dengan lembaga

pemerintah dan non pemerintah.

8) Pelaksanaan penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan

kependudukan secara periodic.

9) Penyiapan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dalam

rangka tertib administrasi kependudukan.

10) Pendayagunaan informasi atas indicator kependudukan dan

analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan

berbabis penduduk.

11) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan

informasi kependudukan.

12) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumberdaya

manusia pelayanan informasi kependudukan.

3) Seksi Perkembangan Penduduk

a) Tugas :

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan penduduk dan tugas

lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan

Perkembangan Kependudukan.
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b) Fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja perkembangan penduduk dan

menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja.

2. Penyiapan bahan untuk penetapan kebijakan perkembangan

penduduk.

3. Menyiapkan peleksanaan sosialisasi, fasilitas, bimbingan teknis,

advokasi, supervise, dan konsultasi perkembangan

kependudukan’

4. Penyiapan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program

perkembangan kependudukan.

5. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kualitas penduduk,

pengembangan kualitas penduduk, pengarahan

mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan

penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan

kependudukan.

6. Pelaksanaan pembuatan analisis pengendalian kuantitas

penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan

mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan

penduduk serta pembbangunan berwawasan kependudukan

7. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antar daerah dalam

pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk,

pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan

perlindungan penduduk dalam konteks.pembangunan

berwawasan kependudukan.

a) Penyusunan pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas

penduduk, pengembangan kuantitas penduduk,

pengarahan,mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan

perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan

berwawasan kependudukan
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b) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan perkembangan

kependudukan

c) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumberdaya

manusia berwawasan kependudukan.

d) Pelaksanaan dan pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas

penduduk, pengembangan kuatitas penduduk, pengarahan

mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan

penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan

kependudukan.

3.3 Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Jember

Kegiatan yang dipilih pada saat pelaksanaan  PKN adalah  pada Sub Bagian

Perencanaan yang bertugas melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan,

anggaran, laporan dan tugas lain yang di berikan oleh sekertaris.
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BAB 4

HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

Kegiatan Praktek Kerja Nyata telah dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember mulai tanggal 24 Februari sampai dengan

tanggal 24 Maret 2015.

4.1 Prosedur Administrasi Anggaran Barang dan Jasa

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan anggaran barang

dan jasa juga mengikuti peraturan pemerintah daerah. Berikut prosedur

administrasi barang dan jasa :

a. Sekretaris Daerah

Sekretaris daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, paling

lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah ditetapkan, memberitahukan

kepada semua kepala SKPD salah satunya Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember agar menyusun rancangan DPA-SKPD

(dokumen pelaksanaan anggaran) yang berisi rincian sasaran yang hendak

dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai

sasaran tersebut.

b. Kepala Dinas

Kepala Dinas menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada Sekretaris Daerah

selaku pengelolaan keuangan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah

pemberitahuan diterima.

c. Rencana bidang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember mempunyai 3

(tiga) bidang diantaranya DAFDUK (daftar penduduk), CAPIL (catatan sipil),

INFODUK (informasi penduduk) dari masing – masing bidang tersebut

mengajukan rencana anggaran yang kemudian diserahkan kepada sekretaris

untuk diajukan atas permintaan dari Kepala Dinas kepada Bupati.
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d. Bupati

Dalam pelaksanaan anggaran barang dan jasa Bupati mempunyai peranan

penting yaitu sebelum pengajuan diserahkan kepada DPRD untuk

mendapatkan persetujuan maka tugas Bupati yaitu menyaring kelengkapan

dan kelayakan dokumen yang diajukan oleh Kepala Dinas.

e. Persetujuan DPRD

Setelah dokumen pelaksaan anggaran diseleksi kelengkapan dan

kelayakannya oleh Bupati, tugas DPRD yaitu memberikan keputusan akhir

yaitu disetujui ataupun tidak disetujui. Jika dokumen pelaksanaan

mendapatkan persetujuan dari DPRD maka akan diterbitkan SPP (surat

perintah pembayaran), tetapi jika dokumen pelaksanaan anggaran tidak

disetujui makan akan dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk direvisi

kembali oleh masing – masing bidang.
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Prosedur administrasi anggaran barang dan jasa bila digambarkan akan nampak

sebagai berikut

Gambar 4.1 Prosedur Administrasi Barang dan Jasa

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember

SEKRETARIS
DAERAH

KEPALA DINAS

RENCANA
BIDANG

SEKRETARIS
DINAS

BUPATI

DISETUJUI DPRD
TIDAK DISETUJUI

DPRD

SURAT PERINTAH
PEMBAYARAN

KEPALA
DINAS
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Formulir 1 SPP (Surat Perintah Pembayaran)

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
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4.2 Pencairan Dana Anggaran Barang dan Jasa

Dalam proses pelaksanaan anggaran barang dan jasa tahapan awal yaitu pencairan

dana anggaran barang dan jasa yang dilakukan oleh BUD (bendahara umum

daerah) atas dasar pengajuan SPM.

a. Sekretaris atas perintah dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil mengajukan SPM (surat perintah membayar) kepada BUD sebagai

syarat untuk diterbitkannya SP2D (surat perintah pencairan dana).

b. Bendahara umum daerah meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar pengeluaran yang

diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan

dalam peraturan perundang-undang.

c. Dokumen yang dinyatakan lengkap maka bendahara umum daerah atau kuasa

BUD menerbitkan SP2D dan jika dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap

atau tidak sah atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran ,maka

BUD akan menolak menerbitkan SP2D dan akan dikembalikan kepada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

d. BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak

diterimanya pengajuan SPM dan penolakan penertiban SP2D paling lama 1

(satu) hari kerja terhitung sejak pengajuan SPM kepada bendahara umum

daerah.

e. Bendahara umum daerah atau kuasa BUD menyerahkan SP2D yang

diterbitkan kepada PT.bank pembangunan daerah jawa timur selaku tempat

rekening kas umum daerah kabupaten jember untuk diproses pencairan

keuangannya sesuai peruntukan yang telah tertera pada SP2D.
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Proses pencairan anggaran barang dan jasa bila digambarkan akan nampak
sebagai berikut :

Gambar 4.2 Pencairan dana anggaran barang dan jasa

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember

Kepala Dinas
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Formulir 2 SPM (Surat Perintah Membayar)

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember

Keterangan :Surat perintah pembayaran (SPP) dan surat perintah pembayaran

(SPM) dokumen- dokumen yang di tujukan kepada bendahara dari

pengguna anggaran untuk kegiatan belanja daerah.
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Formulir 3 SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
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Keterangan :

a. Maksud : pencairan dana melalui bank apabila akan

melakukan sebuah kegiatan anggaran maka akan di

berikan surat surat perintah pencairan dana.

b. Jumlah lembar : 4 (1.pihak bank, 2. Pihak pengguna dana,3.

Arsip,4. Pihak ketiga)

c. Isi : bukti pencairan dana melalui bank

d. Petunjuk pengisian :

No.SPM : diisi tanggal pencairan dana

Tanggal : diisi tanggal kapan pencairan dana

Nama : diisi oleh petugas bendahara

NPWP : diisi nomer pokok wajib pajak kantor.

No rekening bank : diisi nomer rekening bank yang akan ditujuuntuk

pencairan dana.

Keperluan : diisi keperluan yang akan dilakukan.

Potongan : diisi jikan ada potongan dalam pembelian aset

kantor.

Informasi : diisi dengan perhitungan rupiahberdasarkan tarif

pembayaran tetapi tidak mengurangi jumlah

pembayaran.

Jumlah : diisi jumalah anggaran yang habis terpakai dalam

melakukan kegiatan.
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4.3 Administrasi Penerimaan Anggaran Barang dan Jasa

Dana angggaran yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil sepenuhnya dikelola oleh Sub Bagian Keuangan yang kemudian

dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan Dinas kpendudukan dan Pencatatan Sipil

yang dilakukan oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yaitu Sub Bagian

Perencanaan.

PPTK = Sub Bagian

Perencanaan

Sub Bagian Keuangan Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

Gambar 4.3 Administrasi Penerimaan Anggaran Barang dan Jasa

Administrasi dari bagan diatas sebagai berikut :

a. Dana anggaran yang diterima Sub Bagian Perencanaan digunakan untuk

kegiatan kebutuhan belanja anggaran barang dan jasa pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bukti
Pengeluaran
Anggaran

Membuat Bukti
Pembayaran & otoritas

Otoritas Bukti
Pembayaran

Uang Kas Proses Pencairan
Anggaran Keluar
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b. Pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dilakukan oleh PPTK yaitu Sub Bagian Perencanaan, dan

pengumpulan kwitansi atau bukti yang termasuk kedalam anggaran barang dan

jasa dikumpulkan langsung di Sub Bagian Keuangan oleh PPTK atau Sub

Bagian Perencanaan.

c. Langkah berikutnya PPTK memberikan informasi dan menyerahkan berkas

atau dokumen pengeluaran anggaran kepada Sub Bagian Keuangan untuk

diregistrasi kedalam buku pengeluaran kas atau anggaran. Bukti – bukti

pengeluaran tersebut akan menjadi otoritas pengeluaran oleh Sub Bagian

Keuangan.

d. Selanjutnya adalah meminta tandatangan kepada Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil untuk menandatangani bukti – bukti belanja / pengeluaran

yang sebelumnya ditandatangani oleh Sub Bagian Keuangan.

e. Berkas yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dikembalikan kepada Sub Bagian

Keuangan untuk diperiksa ulang.

f. Bukti – bukti pengeluaran anggaran barang dan jasa yang telah ditandatangani

oleh Sub Bagian Keuangan dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Jember disimpan sebagai arsip dan juga untuk diajukan

kepada Pemerintah Daerah.

4.4 Pelaksanaan Administrasi Anggaran Barang dan Jasa

Pelaksanaan anggaran barang dan jasa pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil yaitu diawali dengan adanya perencanaan yang dibuat oleh Sub

Bagian Perencanaan berdasarkan pengajuan dokumen pelaksaan yang telah

disetujui oleh DPRD dan juga dana yang telah dicairkan untuk periode satu bulan

kedepan.

a. Dana yang dicairkan melalui tahap – tahap pencairan dana dikelola sepenuhnya

oleh Sub Bagian Keuangan yang mempunyai fungsi melaksanakan

ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang di berikan oleh sekretaris.
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b. Sub Bagian Perencanaan yang bertugas menyusunan rencana program

kegiatan anggaran memberitahukan perkiraan pengeluaran untuk pembelian

barang – barang kantor dan juga pembayaran – pembayaran rutin kantor Dinas

Kpendudukan kepada Sub Bagian Keuangan untuk mendapatkan dana

pengeluaran yang diperlukan.

c. Dana yang sudah diberikan oleh Sub Bagian Keuangan digunakan untuk

mengganti alat – alat kantor yang memang sudah tidak layak pakai sesuai

dengan permintaan dari masing – masing bidang, diantaranya Bidang Dafduk,

Bidang Capil dan Juga Bidang Infoduk, selain itu dana anggaran juga

digunakan untuk pembayaran rutin yang setiap bulannya dilakukan oleh Dinas

Kependudukan yaitu pembayaran air, listrik, telepon dan juga internet.

d. Dalam pembelanjaan alat – alat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil memilih CV MITRA JAYA ABADI untuk menyediakan keperluan yang

diminta oleh Dinas Kependudukan yang diwakili oleh Sub Bagian

Perencanaan, yaitu dengan mengirimkan surat pesanan barang yang dibutuhkan

oleh Dinas.

Surat – surat yang digunakan dalam pembelian barang kepada CV MITRA

JAYA ABADI diantaranya yaitu :

1. Surat pesanan

Surat pesanan yaitu surat yang dikirim oleh Dinas Kependudukan yang

ditanda tangani oleh Sub Bagian Perencanaan selaku penanggungjawab

dalam kegiatan pelaksanaan anggaran barang dan jasa yang berisikan

barang – barang yang akan dibeli oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

2. Surat penawaran

Surat yang dikirim oleh CV MITRA JAYA ABADI guna menanggapi surat

pesanan yang dikirim oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang

berisi perkiraan harga yang harus dikeluarkan oleh dinas kependudukan

dalam pembelian alat – alat kantor.
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3. Surat pengiriman barang

Surat pengiriman barang dilakukan guna memenuhi surat pesanan yang

telah diajukan oleh dinas kependudukan yang ditanda tangani oleh Direktur

CV MITRA JAYA ABADI sebagai tanda bukti pengiriman barang kepada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Surat berita acara penerimaan dan pemeriksaan hasil kegiatan

Surat yang dikirimkan oleh Dinas Kependudukan kepada CV MITRA

JAYA ABADI  guna menanggapi surat pengiriman, dalam surat ini

berisikan laporan mengenai barang yang diterima oleh Dinas

Kependudukan yaitu apakah sesuai dengan surat pesanan dan juga

pemberitahuan tentang adanya atau tidak adanya kerusakan barang yang

telah diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Jember.

5. Surat penyediaan

Surat yang dikirimkan Dinas Kependudukan kepada CV MITRA JAYA

ABADI untuk mempercepat proses penukaran barang yang diminta oleh

Dinas akibat adanya kerusakan barang yang dikirim oleh CV MITRA

JAYA ABADI.

e. Barang yang telah dibeli oleh Sub Bagian Perencanaan diserahkan kepada

masing – masing bidang sesuai dengan pengajuan yang telah diterima oleh Sub

Bagian Perencanaan.
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Pelaksanaan administrasi anggaran barang dan jasa bila digambarkan akan
nampak sebagai berikut :

Gambar 4.3 Pelaksanaan anggaran barang dan jasa

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
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Formulir 4 Surat Pesanan Pembelian Alat – alat Listrik :

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
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Formulir 5 Surat Penawaran Pembelian Alat Listrik :

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
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Formulir 6 Surat Pengiriman Barang :

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
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Formulir 7 Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
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Formulir 8 Surat Persetujuan Proses Pelaksanaan

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
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Formulir 9 Berita Acara Penerimaan Barang

Sumber data : dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jember.
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Keterangan : pembelian alat – alat listrik dalam anggaran barang dan jasa untuk

menambah aset kantor diperlukan lampiran-lampiran dalam pembelian barang

tersebut dengan maksud untuk bukti belanja anggaran barang dan jasa kantor.

a. Jumlah : 6 lembar

b. Isi : bukti pelaksanaan belanja alat – alat listrik ,

surat pesanan, surat penawaran, surat pengiriman barang, berita

acara penerimaan barang.

c. Umum : diisi oleh pihak yang bersangkutan yaitu Sub Bagian

perencanaan dan juga Direktur CV MITRA JAYA ABADI.

4.5 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Anggran Barang dan Jasa

Sub Bagian Keuangan secara administratif wajib mempertanggungjawabkan

penggunaan uang  persediaan atau ganti uang persediaan dan tambah uang

persediaan paling lambat 10 bulan berikutnya.

a. Dana anggaran yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jember dikuasakan kepada Sub Bagian Keuangan yang digunakan

untuk kegiatan kebutuhan belanja anggaran barang dan jasa pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban

pengeluaran mencakup:

1) Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ)

2) Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ)

3) Surat penolakan laporan pertanggungjawaban laporan (SPJ)

4) Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) dan

register penutupan kas

c. Dalam mempertanggungjawabkan laporan pengolahan uang

persediaan,dokumen laporan pertanggungjawaban yang disediakan oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencakup:

1) Buku kas umum yang dikelola oleh Sub Bagian Keuangan.
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2) Ringkasan pengeluaran rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti

pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian objek yang

tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian objek.

3) Bukti atas penyetoran ppn/pph ke kas negara dan register penutupan kas.

Gambar : Bukti SPJ (surat pertanggungjawaban)

Sumber : Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jember
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Gambar : Bukti pembelian alat – alat listrik

Sumber : Dinas Kepend

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
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BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah

dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan

tanya jawab serta wawancara dengan para pegawai di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan data-data yang terkumpul mengenai

Pelaksanaan Administrasi Anggaran Barang dan Jasa dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

a. Dalam proses Anggaran Barang dan Jasa sub bagian perencanaan melakukan

rencana kegiatan sesuai dengan kebutuhan setiap bidang yang ada di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana setiap pengajuan yang diajukan oleh

Dinas akan memerlukan persetujuan dari DPRD terlebih dahulu agar bisa di

turunkan SK(surat keputusan) yang di berikan oleh bupati agar dana Anggaran

Belanja bisa diterima oleh kantor.

b. Perencanaan yang telah disetujui DPRD kemudian diterbitkan peraturan bupati

untuk melaksanakan DPA( dokumen pelaksanaan anggaran ) Kemudian DPA

(dokumen pelaksana anggaran) yang telah diterima akan didistribusikan pada

setiap bidang untuk melaksanakan kegiatan yang sudah dan telah dicantumkan

dalam DPA (dokumen pelaksanaan anggaran)

Proses kegiatan yang dilakukan oleh bidang akan dibiayai Anggaran dalam DPA

(dokumen pelaksanaan anggaran).

c. Dalam pelaksanaan kegiatan anggaran barang dan jasa diperlukan SPM dan SPP

untuk proses pengantar kelengkapan dokumen dalam pelaksanaan anggaran

untuk memperoleh SP2D (surat perintah pencairan dana) kepada DPRD dengan

tujuan agar pencairan dana bisa secepatnya di turunkan.

d. Setelah kegiatan anggaran selesai dilakukan, Pihak dinas melakukan rapat SPJ

(surat pertanggungjawaban) yang wajib dikeluarkan oleh kantor selaku pengguna

Anggaran dana APBD untuk di pertanggungjawabkan kepada Pemerintah.
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Lampiran 1 Surat Perintah Pembayaran
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Lampiran 2 SPM (Surat Perintah Membayar)
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Lampiran 3 SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
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Lampiran 4 Surat Pesanan Barang
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Lampiran 5 Surat Penawaran Pembelian Barang
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Lampiran 6 Surat Pengiriman Barang Pesanan
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Lampiran 7 Berita Acara Penerimaan Barang
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Lampiran 8 SPJ (surat Pertanggungjawaban)
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Lampiran 9 Surat Permohonan PKN
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Lampiran 10 Surat Rekomendasi Perijinan Tempat PKN (Praktek Kerja Nyata)
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Lampiran 11 Surat Permohonan Nilai PKN (Praktek Kerja Nyata)
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Lampiran 12 Hasil Nilai PKN (Praktek Kerja Nyata)
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Lampiran 13 Absensi Mahasiswa selama PKN (Praktek Kerja Nyata)
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Lampiran 14 Kartu Konsultasi
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